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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
mengetahui jenis-jenis tindak pidana kejahatan
di bidang ketenagakerjaan dan pemberlakuan
sanksi pidana terhadap tindak pidana
ketenagakerjaan menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif,
disimpulkan: 1) Jenis-jenis tindak pidana
kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seperti
melakukan pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 183 sampai dengan Pasal 185. Tindak
pidana vyang dilakukan merupakan tindak
pidana  kejahatan.  Kejahatan  termasuk
perbuatan pidana vyang berat, sehingga
ancaman hukumannya dapat berupa hukuman
penjara dan denda sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. 2) Pemberlakuan
sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan
di bidang ketenagakerjaan, seperti sanksi
pidana penjara paling singkat paling singkat 1
(satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan
paling lama paling lama 4 (empat) tahun
Sampai dengan 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak paling
banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah), sesuai dengan jenis-jenis
tindak pidana kejahatan yang terbukti secara
sah menurut hukum dilakukan oleh pelakunya.
Kata kunci: Tindak Pidana Kejahatan,
Ketenagakerjaan,
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, perkembangan zaman serta peluang
pasar di dalam dan di luar negeri menuntut
peningkatan kualitas sumber daya manusia
Indonesia pada umumnya. Hal ini dilakukan
melalui peranan dan kedudukan tenaga kerja
dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Khususnya, baik sebagai pelaku pembangunan
maupun sebagai tujuan pembangunan”. *
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia  Indonesia  seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya untuk  meningkatkan harkat,
martabat, dan harga diri tenaga kerja serta
mewujudkan  masyarakat sejahtera, adil,
makmur, dan merata, baik materiil maupun
spiritual.®

Tenaga kerja dalam kedudukannya sebagi
pelaku pembangunan berperan meningkatkan
produktivitas nasional dan kesejahteraan
masyarakat. Untuk itu tenaga kerja harus
diberdayakan supaya mereka memiliki nilai
lebih, dalam arti lebih mampu, lebih trampil
dan lebih berkualitas, agar dapat berdaya guna
secara optimal dalam pembangunan nasional
dan mampu bersaing dalam era global.
Kemampuan keterampilan dan keahlian tenaga
kerja perlu terus-menerus ditingkatkan melalui
perencanaan dan program ketenagakerjaan
termasuk  pelatihan, pemagangan  dan
pelayanan penempatan tenaga kerja.

Kaidah hukum memberikan jiwa kepada
norma/kaidah hukum sehingga mempunyai
kekuatan mengikat. Asas hukum dapat
dibedakan menjadi asas hukum konstitusi dan
asas hukum regulatif. Asas hukum konstitusi
merupakan asas yang harus ada dalam
kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas
hukum regulatif diperlukan untuk
beroperasinya  sistem  hukum  tersebut.
Pembentukan norma/kaedah hukum yang tidak
sesuai dengan asas hukum konstitusi akan

®Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Garfika, 2009, hal. 140

4 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
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menghasilkan norma-norma yang secara
materil bukan merupakan kaidah hukum,
sedangkan jika asas hukum regulatif tidak
diperhatikan, maka akan menghasilkan kaidah
hukum yang tidak adil.” Dengan demikian dapat
dikemukakan beberapa fungsi dari asas hukum
adalah:

1. Menjamin pelaksana kaedah hukum sesuai
dengan tujuan hukum itu, misalnya asas
nullium delictum untuk menjamin kepastian
dan mencegah sewenag-wenang.

2. Menjamin keluwesan kaedah hukum dalam
suatu peristiwa konkret, misalnya asas jual-
beli tidak memutuskan hubunggan sewa-
menyewa.

3. Sebagai instrumen untuk mengarahkan
kaedah hukum, misalnya asas praduga tidak
bersalah.’

Untuk mempelajari norma hukum,
harus mengetahui asas-asas hukumnya. Dengan
perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak
dengan sendirinya. la lahir dilatarbelakangi oleh
dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang
dinamakan dengan asas hukum, semakin tinggi
tingkatannya, asas hukum ini semakin abstrak
dan  umum sifatnya serta mempunyai
jangkauan kerja yang lebih luas untuk
menaungi norma hukumnya. Dengan demikian
asas hukum itu merupakan dasar atau ratio
legis bagi dibentuknya suatu norma hukum.
Demikian pula sebaliknya norma hukum itu
harus dapat dikembalikan kepada asas
hukumnya, jangan sampai lahir norma hukum
yang bertentangan dengan asas hukumnya
sendiri. Norma hukum tidak lain adalah
perwujudan dari asas hukumnya.’

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana kejahatan di

ketenagakerjaan menurut Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari

penegakan hukum melalui suatu proses

pemeriksaan perkara pidana yaitu penyelidikan,

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

muka pengadilan untuk membuktikan secara

sah berdasarkan hukum yang berlaku pelaku

® Lalu  Husni, Pengantar Hukum  Ketenagakerjaan

Indonesia, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008,
hal. 31.

® Ibid.

7 Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.
Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. hal. 12.

kejahatan terbukti melakukan tindak pidana.
Adanya pemberlakuan sanksi pidana ini
merupakan upaya untuk melindungi hak-hak
tenaga kerja yang telah berperan serta dalam
pembangunan sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana
kejahatan di bidang ketenagakerjaan ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana
terhadap tindak pidana kejahatan di
ketenagakerjaan menurut Undang-Undang
Nomor 13  Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjaan ?

C. Metode Penelitian
Penelitian hukum normatif digunakan dalam

menyusun penulisan ini. Metode penelitian

hukum normatif menggunakan bahan-bahan
hukum vyang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer: peraturan
perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan dan hukum pidana;

2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-
literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal
hukum dan referensi ilmu hukum vyang
sesuai dengan materi penulisan ini.

3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum
dan kamus hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat
dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian
yang berupa bahan-bahan hukum primer
merupakan bahan hukum vyang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-
bahan primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim, sedangkan bahan-bahan
sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum vyang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar
atas putusan pengadilan.?

Penelitian hukum vyang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data

8peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Pertama
Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2006. hal. 141.
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sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian
hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan (di samping adanya penelitian
hukum sosiologis atau empiris yang terutama
meneliti data primer).’

Nama lain dari penelitian hukum normatif
adalah penelitian hukum doktriner, juga
disebut sebagai penelitian perpustakaan atau
studi dokumen. Disebut penelitian hukum
doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau
ditujukan hanya pada peraturan-peraturan
yang tertulis atau bahan hukum lain. Dikatakan
sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi
dokumen disebabkan penelitian ini lebih
banyak dilakukan terhadap data yang bersifat
sekunder yang ada diperpustakaan.™

Bahan hukum tersier adalah bahan yang
dapat membantu memberikan penjelasan
dalam memahami bahan hukum primer dan
sekunder.™

PEMBAHASAN
A. lJenis-Jenis Tindak Pidana Kejahatan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan

Jenis-jenis tindak pidana kejahatan menurut
uu No. 13  Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,sebagaimana diatur dalam
Pasal 183 sampai dengan  Pasal
185,diantaranya, mempekerjakan dan
melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan
yang terburuk. meliputi: segala pekerjaan
dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
segala  pekerjaan yang memanfaatkan,
menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan
porno, atau perjudian; segala pekerjaan yang
memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan
anak untuk produksi dan perdagangan
minuman keras, narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya; dan/atau semua pekerjaan
yang membahayakan kesehatan, keselamatan,
atau moral anak. Jenis-jenis pekerjaaan yang
membahayakan kesehatan, keselamatan, atau
moral anak.

9Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

10 Suratman, H dan Philips Dillah, Metode Penelitian
Hukum, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 51.

n Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul
Press, Jakarta, 2005, him. 52.
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Bilamana suatu perbuatan dapat disebut
sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur,
sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);

2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian
undang-undang (wetterlijkeomshrijving);

3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
(melawan hukum);

4. Kelakuan itu dapat diberatkan
(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;

5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.™
Delik kejahatan dan delik pelanggaran

dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP
Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini,
akan tetapi pembentuk undang-undang tidak
menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud
dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran,
juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik
kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang
terdapat dalam Buku Il (Kedua) sebagai delik
kejahatan dan dan Buku Il (Ketiga) sebagai
delik pelanggaran.”

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan
delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai
berikut:

a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan
yang sudah dipandang seharusnya dipidana
karena bertentangan dengan keadilan,
meskipun perbuatan itu belum diatur dalam
undang-undang. Delik kejahatan ini sering
disebut mala per se atau delik hukum,
artinya perbuatan itu sudah dianggap
sebagai  kejahatan  meskipun  belum
dirumuskan dalam undang-undang karena
merupakan perbuatan tercela dan
merugikan masyarakat atau bertentangan
dengan keadilan.

b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-
perbuatan itu barulah diketahui sebagai
delik setelah dirumuskan dalam undang-
undang. Delik pelanggaran ini sering disebut
sebagai mala quia prohibia atau delik
undang-undang. Artinya perbuatan itu baru
dianggap sebagai delik setelah dirumuskan
dalam undang-undang.*

12Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-I.
Mandar Maju, Bandung, 2012, hal.  163-164.

Blbid, hal. 169.

Ylbid.
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Semua hal yang telah diatur sebagai norma,
baik oleh peraturan perundang-undangan atau
dengan perjanjian, menimbulkan hak dan
kewajiban bagi para pihak. Dalam suatu
hubungan kerja, pekerja dan pengusaha
merupakan subjek hukum. Tindakan para
pelaku dalam hubungan kerja, pekerja dan
pengusaha, merupakan obyek hukum, dalam
memenuhi  hak dan kewajiban  yang
dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan atau
perjanjian.”

Suatu peristiwa hukum, pada hakikatnya
adalah kejadian, keadaan atau perbuatan
seseorang yang oleh hukum dihubungkan
dengan akibat hukum. Peristiwa hukum terjadi
karena adanya perbuatan hukum oleh subjek
hukum, berupa perbuatan aktif, untuk berbuat
sesuatu. Peristiwa hukum terjadi, setelah para
pihak seharusnya telah melakukan hak dan
kewajibannya masing-masing. Pada saat pihak
yang berkewajiban, tidak memenuhi
kewajibannya sesuai dengan norma peraturan
perundang-undangan atau perjanjian
(wanprestasi), timbulah hak relatif dari pemilik
hak, yaitu kewenangan untuk menuntut haknya
kepada pihak yang belum atau tidak memenuhi
kewajibannya. Pemilik hak berwenang untuk
menuntut haknya apabila pihak yang

berkewajiban tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana mestinya, baik
karena lalainya maupun karena

kesengajaannya.'®

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap
Tindak Pidana Kejahatan Di Bidang
Ketenagakerjaan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur

dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 185

menyatakan sanksi pidana terhadap tindak

pidana kejahatan di bidang
ketenagakerjaan,berupa sanksi pidana penjara
dan pidana denda sesuai dengan jenis
kejahatan yang terbukti secara sah menurut
hukum yang berlaku dilakukan oleh pelaku.

Saat ini  untuk memberikan  jaminan

perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja

1 Syamsuddin  M.S., Norma Perlindungan Dalam

Hubungan Industrial, Sarana Bhakti Persada, Jakarta.
2004. hal. 292.
' Ibid, hal. 292-293.

atau buruh vyang telah dirugikan akibat
terjadinya tindak pidana.

Menurut  ketentuan-ketentuan  hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, maka Jenis-jenis tindak
pidana kejahatan di bidang ketenagakerjaan,
seperti perbuatan:

1. Mempekerjakan dan melibatkan anak
pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
meliputi: segala pekerjaan dalam bentuk
perbudakan atau sejenisnya; segala
pekerjaan yang memanfaatkan,
menyediakan, atau menawarkan anak
untuk pelacuran, produksi pornografi,
pertunjukan porno, atau perjudian;
segala pekerjaan yang memanfaatkan,
menyediakan, atau melibatkan anak
untuk  produksi dan perdagangan
minuman keras, narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya; dan/atau semua

pekerjaan yang membahayakan
kesehatan, keselamatan, atau moral
anak.

2. Jenis-jenis pekerjaaan yang

membahayakan kesehatan, keselamatan,
atau moral anak

3. Pengusaha yang tidak mengikutsertakan
pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja karena usia
pensiun pada program pensiun dan tidak
melaksanakan kewajiban memberikan
kepada pekerja/buruh uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156
ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4).

4. Pemberi kerja yang mempekerjakan
tenaga kerja asing tidak melaksankan
kewajiban memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

5. Pemberi kerja orang perseorangan tidak
mematuhi larangan  mempekerjakan
tenaga kerja asing.

6. Pengusaha tidak mematuhi larangan
mempekerjakan anak.

7. Pengusaha yang mempekerjakan anak
pada pekerjaan ringan tidak memenuhi
persyaratan: izin tertulis dari orang tua
atau wali; perjanjian kerja antara
pengusaha dengan orang tua atau wali;
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waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
dilakukan pada siang hari dan tidak
mengganggu waktu sekolah;
keselamatan dan kesehatan kerja;
adanya hubungan kerja yang jelas; dan
menerima upah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

. Pengusaha tidak melaksanakan
kewajiban memberikan kesempatan yang
secukupnya kepada pekerja/buruh untuk
melaksanakan ibadah yang diwajibkan
oleh agamanya. Kesempatan secukupnya
yaitu menyediakan tempat untuk
melaksanakan ibadah yang
memungkinkan  pekerja/buruh  dapat
melaksanakan ibadahnya secara baik,
sesuai dengan kondisi dan kemampuan

perusahaan.
. Pengusaha tidak memenuhi  hak
pekerja/buruh perempuan untuk

memperoleh istirahat selama 1,5 (satu
setengah) bulan sebelum saatnya
melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah)
bulan sesudah melahirkan menurut
perhitungan dokter kandungan atau
bidan.

10.Pengusaha  tidak memenuhi  hak

pekerja/buruh perempuan yang
mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah)
bulan atau sesuai dengan surat
keterangan dokter kandungan atau
bidan. Lamanya istirahat  dapat
diperpanjang berdasarkan surat
keterangan dokter kandungan atau
bidan, baik sebelum maupun setelah
melahirkan.

11.Pengusaha tidak mematuhi larangan

membayar upah lebih rendah dari upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89.

12.Pengusaha tidak membuat pengaturan

mengenai pelaksanaan mogok kerja bagi
pekerja/buruh  yang bekerja pada
perusahaan yang melayani kepentingan
umum dan/atau perusahaan yang jenis
kegiatannya membahayakan
keselamatan jiwa manusia diatur
sedemikian rupa sehingga  tidak
mengganggu kepentingan umum
dan/atau membahayakan keselamatan
orang lain. Yang dimaksud dengan
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perusahaan yang melayani kepentingan
umum dan/atau perusahaan yang jenis
kegiatannya membahayakan
keselamatan jiwa manusia adalah rumah
sakit, dinas pemadam kebakaran,
penjaga pintu perlintasan kereta api,
pengontrol pintu air, pengontrol arus lalu
lintas udara, dan pengontrol arus lalu
lintas laut. Yang dimaksud dengan
pemogokan yang diatur sedemikian rupa
yaitu pemogokan yang dilakukan oleh
para pekerja/buruh yang tidak sedang
menjalankan tugas.

13.Perbuatan yang menghalang-halangi

pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruh untuk
menggunakan hak mogok kerja yang
dilakukan secara sah, tertib, dan damai.
Siapapun dilarang melakukan
penangkapan  dan/atau  penahanan
terhadap pekerja/buruh dan pengurus
serikat pekerja/serikat  buruh yang
melakukan mogok kerja secara sah,
tertib, dan damai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Yang dimaksud dengan
menghalang-halangi dalam ayat ini
antara lain dengan cara:menjatuhkan
hukuman;mengintimidasi dalam bentuk
apapun; atau melakukan mutasi yang
merugikan.

14.Dalam hal pengadilan memutuskan

perkara pidana sebelum masa 6 (enam)
bulan  berakhir dan pekerja/buruh
dinyatakan tidak bersalah, pengusaha
tidak melaksanakan keawajiban
mempekerjakan pekerja/buruh kembali.
Pengusaha tidak melaksanakan
kewajiban membayar kepada
pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja. Uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (4).

Keistimewaan hukum pidana terletak pada
daya paksanya yang berupa ancaman pidana
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak
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menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak
ada. la mempertahankan kaidah-kaidah yang
diadakan di lapangan lain dengan pengancaman
hukuman. Kewajiban-kewajiban yang
ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat
memaksa yang dipertajam  sungguhpun
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal
dipertegas dalam undang-undang pidana.
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada
hakikatnya adalah sanksi."’

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum
pidana merupakan salah satu penderitaan yang
istimewa sebab pidana yang diancamkan
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan
hukum.Maksud ancaman pidana tersebut
adalah untuk melindungi kepentingan orang
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum
pidana menggunakan ancaman pidana dan
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan
pengorbanan vyang harus ditanggung oleh
korban kejahatan atau pelanggaran.'®

Hukuman pokok telah ditentukan dalam
Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
“pidana terdiri atas”

a. pidana pokok:

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.*

Pidana (straf, Bahasa Belanda); 1) suatu
penderitaan yang bersifat khusus yang telah

17Sudarsono, Pengantar IImu Hukum, Cetakan Kelima, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hal. 211.

' Ibid. hal. 211-212.

%) eden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,
Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.hal. 107.

dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang
untuk menjatuhkan pidana atas nama negara
sebagai penanggung jawab dari ketertiban
hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni
semata-mata karena orang tersebut telah
melanggar suatu peraturan hukum yang harus
ditegakkan oleh negara; 2) suatu penderitaan
(nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan
kepada seseorang yang telah terbukti bersalah
melakukan suatu tindak pidana.*

Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang
dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim;
misalnya, pidana mati, pidana penjara,
kurungan dan denda.” Pidana tambahan,
bijkomende straf, yaitu pidana yang hanya
dapat dijatuhkan di samping pidana pokok,
misalnya, pencabutan hak-hak tertentu;
perampasan barang-barang tertentu; dan
pengumuman putusan hakim. Pidana
tambahan berupa; perampasan atau
pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya
uang palsu, narkotika atau senjata api atau
bahan peledak.”

Hukum sebagai norma mempunyai ciri
kekhususan,  vyaitu hendak  melindungi,
mengatur dan memberikan keseimbangan
dalam menjaga kepentingan umum.
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti
merugikan, melalaikan atau mengganggu
keseimbangan kepentingan umum dapat
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi
yang diberikan berupa pengembalian
ketidakseimbangan vyang dilakukan dengan
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh
petugas yang berwenang dengan memberikan
hukuman.?®

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu
dapat berlangsung terus-menerus dan diterima
oleh seluruh anggota masyarakat, aturan
hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan rasa keadilan
masyarakat. Dengan  demikian,  hukum
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian
hukum dalam masyarakat dan harus

% sudarsono. Kamus Hukum. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
2009.hal. 248.

2 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor)
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.hal. 121.
%1bid, hal. 121.

2abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali
Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hal. 3.
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bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan
masyarakat.?*
Norma hukum adalah peraturan hidup yang
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat
setiap orang dan pelaksanaannya dapat
dipertahankan dengan segala paksaan oleh
alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum
itu justeru terletak pada sifatnya yang
memaksa dengan sanksinya yang berupa
ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara
yang berusaha agar peraturan hukum ditaati
dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak
mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;

2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu
berlaku;

3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu
dibuat;

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah
yang akan dikenakan kepada orang yang
melanggar atau tidak mematuhi norma itu.”
Hukum pada hakikatnya adalah

perlindungan kepentingan manusia, yang

merupakan pedoman tentang bagaimana
sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi
hukum tidak sekedar merupakan pedoman
belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus
diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan
ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang
mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi
disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.”®
Jenis-jenis tindak pidana kejahatan di bidang

ketenagakerjaan dan pemberlakuan sanksi
pidana telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan jaminan
perlindungan dan kepastian hukum pihak-pihak
yang terkait di bidang ketenagakerjaan untuk
menaati dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak melakukan
perbuatan-perbuatan kejahatan yang dapat
dikenakan sanksi pidana apabila terbukti secara
sah menurut hukum telah dilakukan oleh
pelaku.

**Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. Pokok-Pokok
Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hal. 3.

% yulies Tiena Masriani. Op.Cit. hal. 5-6.

26 Jawahir Thontowi. Pengantar llmu Hukum. Pustaka
Fahima. Yogjakarta. 2007. hal.179.
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Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
tindak pidana kejahatan di bidang
ketenagakerjaan, merupakan bagian dari upaya
penegakan hukum untuk mencegah terjadinya
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh
pemberih kerja terhadap pekerja atau buruh
yang merugikan. Hal ini untuk memberikan
kepastian hukum dalam penyelengaraan
ketenaga kerjaan di Indonesia.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jenis-jenis tindak pidana kejahatan menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, seperti
melakukan pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 183 sampai dengan Pasal 185. Tindak
pidana yang dilakukan merupakan tindak
pidana kejahatan. Kejahatan termasuk
perbuatan pidana yang berat, sehingga
ancaman hukumannya dapat berupa
hukuman penjara dan denda sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak
pidana kejahatan di bidang ketenagakerjaan,
seperti sanksi pidana penjara paling singkat
paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan
2 (dua) tahun dan paling lama paling lama 4
(empat) tahun Sampai dengan 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak paling banyak
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah), sesuai dengan jenis-jenis
tindak pidana kejahatan yang terbukti secara
sah  menurut hukum dilakukan oleh
pelakunya.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya jenis-jenis
tindak pidana kejahatan menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, maka diperlukan
kesadaran hukum pemberi kerja adalah
orang perseorangan, pengusaha, badan
hukum, atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja untuk menaati
peraturan perundang-undangan yang
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berlaku dan pentinya pembinaan dan
pengawasan serta  penindakan  oleh
pemerintah melalui instansi pemerintah
yang melaksanakan tugas dan kewenangan
di bidang ketenagakerjaan.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan
wajib dilakukan setelah terbukti secara sah
menurut hukum vyang berlaku dalam
pemeriksaan di muka pengadilan.
Pemberlakuan sanksi pidana haruslah sesuai
dengan jenis-jenis tindak pidana yang terjadi
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk
memberikan efek jera bagi pelakunya dan
bagi pihak-pihak lain sebagai suatu
peringatan dan pembelajaran untuk tidak
melakukan perbuatan kejahatan tersebut di
kemudian hari.
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